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BUPATI LTJWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KAI]UPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2015

I t-l\ lAt\u

PEMELENGGARAAN IBADAH IIAJI DAN TRANSPORTASI JEMAAII HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA}]A ESA

BUPATI LT]WU TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal lt Ayat (3) dan
Ayat (41 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan tbadah Haji serta dalam rangka
meningkatkan pembina,ar, pelayalan dan perlindungan bagi
jemaah hati, perlu membentuk Peraturan Daeral tentang
Penyelenggaraar'r Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji;

Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20O3 tentang Pembentukarr
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara
Proyinsi Sulawesi Selatan (Lembamn Negars Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan kmba,ran
NegaE Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara {l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaail dan Tanggung Jawab K angan Nega-ra
(Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Tahu lOO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik lonesia Nomor
44OO);

5. Undang-Undang Nomor 13 Taiun 2OO8 tentang
PcnyclenggaLraan Ibadefir Haji (I"cmbann Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Talun 2009
(Lemba-ran Negara Republik Indonesia Talun 2009 Nomor
142, Tambahan Lerlban.am Negtrra Republik Indonesia Nomor
s061);

6. Undang-Lrndang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 82, Tambahan
i,errlbat'an Negara Republik Lldonesia Nornor 5234);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {l,emba-ran Nega-ra Rcpublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Irmba-ran Negara Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undalg-Undang Nomor g Tahun 2Oi5 (Lemba-ran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
T:unbahan Lembarzur Negara Rcpublik lndoncsia Nomor
5679);

8. Peraturan Pemenntah Nomor 5E 'lahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Nega-ra Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan kmbaran
Ncgara Republik Indoncsia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 'lnhun 2OO8 Tentang
Penyelenggaraan Inadah Haji (Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 186,'l'ambahan Lembaran
Negara Republik IDdorlesia Nomor 5345);

10. Pcraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun
2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur (lrmbaran Daera} Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Tinur Nomor 23) sebagaimala tela,tr diubalr
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2014 {l,€mbaran Daerah Kabupaten Lllwu Timur
Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lemba-ran Daeral
Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

Dengan Persetuj uan Bersana
DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAII KABUPATEN LUWU TIMUR

darl

BUPATI LUWU TIMUII

MEMUTUSKAN :

MenetapKan :PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintalan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oieh pemcrintah daera-tr dan dewan perw-akikul rakyat dacrai menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengal prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintal'ran Daerai yang mcnirnpin pclakMnaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Daera-h ada-lai Kabupaten Luwu Timur.

. 4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan

)".S. eupari adala-h Bupati Luwu limur.
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6. Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Perda.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah satuan perangkat daerah otonom yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan haji.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Perda.

10.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah
Petugas yang ditetapkan pemerintah daerah untuk mendampingi
jemaah haji di kloter.

11. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah
Petugas yang ditetapkar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan
pelayanan kesehatan jemaah haji di kloter.

12. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Serangkaian kegiatan pengelolaan
ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan
bagi jemaah haji.

13. Pelayanan Transportasi Haji adalah Pelayanan Pengangkutan Jemaah
Haji dari Embarkasi dan Debarkasi.

14. Biaya Transportasi Jemaah haji adalah serangkaian biaya
pengangkutan jemaah haji dan komponen penunjang lainnya yang
bersumber dari APBD.

15. Daerah Asal adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu
Timur.

16. Jemaah Haji adalah warga negara indonesia yang beragama Islam dan
telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

17. Embarkasi adalah Asrama haji atau tempat pemberangkatan jemaah
haji dari tarah air menuju tempat pelaksanaan ibadah haji.

18. Debarkasi adalah Asrama haji atau tempat kedatangan/pemulangan
jemaah haji dari tempat ibadah haji menuju tanah air.

lg.Calon Jemaah Haji adalah warga Negara indonesia yang beragama
Islam yang memenuhi syarat-syarat telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan ibadah haji.

20. Panitia adalah Tim Pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Calon
Jemaah Haji/Jemaah Haji.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Biaya Transportasi Jemaah HaJi
untuk:

Pasal 2

disediakan dengan maksud dan tujuan

a, meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan
ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar'
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BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Transportasi Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a. transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan debarkasi ke daerah

asal; dan

b. penyiapan petugas haji daerah.

BAB III

PENGADAAN JASA TRANSPORTASI

Pasal 4

Pengadaan jasa angkutan transportasi haji dilakukan dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pendukung perjalanan Jemaah
haji.

(2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.
a. petugas pengamanan dan kesehatan; dan

b. pangangkutan barang jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan
dari debarkasi ke daerah asal.

b, memberikan kepastian hukum mengenai Biaya Transportasi dan Biaya
penunjang lainnya Bagi Calon Jemaah Haji/jemaah Haji, yang berasal
dari Daerai.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

(l) Biaya transportasi Jemaah haji dal biaya operasional dibebankan pada
APBD;

(2) Rencana anggaran Biaya transportasi Jemaah haji disusun oleh SKPD
dengan melibatkan unsur teknis terkait.

Pasal 7

Komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi calon Jemaah
haji/Jemaah haji, terdiri atas :

a. biaya transportasi dan konsumsi calon Jemaah haji/jemaah haji dan
panitia penyelenggara ibadah haji;

b, biaya kegiatan bimbingan pelaksanaan ibadah haji ditingkat kabupaten;

c. biaya penunjang penyelenggaraan transportasi haji lainnya:

1. biaya pelepasan dan penerimaan jemaah haji;

2. biaya petugas keamanan perjalanan jemaah haji;

3. biaya upah buruh dan pengangkutan barang jemaah haji;dan
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BAB V

PENGELOLAAN PELAKSANAAN IBADAH CALON JEMAAH HAJI/
JEMAAH HAJI

Pasal 8

(1) Pelaksanaan ibadal haji yang bersifat teknis dilaksanakan oleh SKPD
rerkait.

(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menl.usun panitia
dan mengoordinasikan serta melaksanakan pelayanan penyelenggaraan
calon Jemaah haji/Jemaah haji.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengoordinasikan
penyelenggaraan calon Jemaah haji/JemaaI haji menyampaikan laporan
pertanggungiawaban kepada Bupati.

(5) faporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling
tambat 2 (dua) minggu setelah penerimaan seluruh Jemaah haji.

BAB VI

PEI{YIAPAN PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menyiapkan Petugas Haji Daerah.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat {l) adalah Tim Pemandu Haji
Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

(3) Dalam hal perekrutan dan penetapan TPHD dan TKHD pemerintah
daerah menuangkan dalam Keputusan Bupati setelah berkonsultasi
dengan DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(4) Biaya pemberangkatan petugas TPHD dan TKHD dibebankan pada APBD
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(5) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diusulkan ke
Gubemur untuk mendapat kuota/porsi tahun keberangkatan.

[]o
(l) Petugas TPHD dapat diambil dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat,

atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya.

(2) Petugas TKHD diambit dari tenaga kesehatan yang professional, cakap,
terdidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(shKetentuan lebih lanjut mengenai teknis, seleksi serta tugas TPHD dan
'--'TKHD akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIt

KRIENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 mutai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkai.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengal penempatannya dalam L€mbaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur.

LlP-lF utett'r sn

Srlidl

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Juni 2015
BUPATI LUWU TIMUR,

DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI

z l2ot5l

il n,

llrg.

ANDI HATTA M

Diundangkan di Matili
pada tanggal 20 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR. 2

NOREG PERATURAN
SULAWESI SELATAN: (
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2OI5

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib
dilaksanakan bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat istitaah,
baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Ibadah
haji memiliki sifat yang berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam Islam,
karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal dan melibatkan
berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai pemerintah daerah,
pemerintah pusat, sampai pemerintahan negara lain. Disamping itu
pelaksalaan ibadah haji juga berkaitan dengan soal bimbingan ibadah,
jaminan transportasi, kesehatal, akomodasi, keamanan, maupun
administrasi keimigrasian. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan, bahwa
penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, artinya bukan
hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas pemerintah
daerah.

Salah satu tugas penyelenggaraan ibadah haji yang diserahkan
Bupati adalah mengenai pengaturan transportasi Jemaah haji, yaitu
transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi kembali ke
daerah asal. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembiayaan
transportasi Jemaah haji yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan
daeraL.

Peraturan daerah ini mengatur maksud dan tu-juan penyediaan
Transportasi Jemaah Haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban,
kemudahan, kenyarnallarr, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi
Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah
asal. Dalam rangka itu maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab
menyediakan sarana transportasi Jemaah haji dari daerah asal ke
embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal, beserta komponen pendukung
lainnya,

Agar transportasi Jemaah haji dapat terlaksana dengan baik maka
Bupati menunjuk Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang
penyelenggaraan ibadah haji untuk mengoordinasikan pelaksanaan
transportasi Jemaah haji.

N. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH XABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR :2 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN TRANSPORTASI JEMAAH IIAJI

UMUM

Ibadah haji meiupakan rukun Islam kelirna yang wajib
dilaksanakan bagl setiap orang lslam yang telah memenuhi syarat islitool!
baik secara finansial, fisik, maupun menta-l, sekali seumur hidup. Ibadah
haji memiliki sifat yang berLreda dengan ibadah-ibadah lain dalam Islam,
karena pelaksanaannya banyak terkait berbaga.i hal dar melibatkan
berbagai instansi dan lembaga pemerintah, mulai pemerintah daerah,
pemedntah pusat, sampai pemerintaian negata lain. Disamping itu
pelaksanaan ibadal h4ji juga berkaitan dengan soal bimbingan ibadah,
jaminan transportasi, kesehatan, al<omodasi, keamanan, maupun
administrasi keimigr asian. Kar-elia itu dalam Undalg-Undar-ig lioirror 13
Tahun 2008 tentang Penyelengga-raar Ibadal Haji dinyatakan, bahwa
penyelenggaraan ibadah haji merupalan tugas nasional, aflinya bukan
hanya tugas pemerintah pusat tetapi juga merupakan tugas pemerintah
daerah.

Salai satu tugas penyelengga-raan ibadai haji yang diserahkan
Bupati adalah mengenai pengaturan transportasi Jemaah haji, yaitu
trarsportasi dari daem-tr asal ke embarkasi dar dari debarkasi kembali ke
daerah asal. Pemerintah Daerah bertanggung jawat, atas pembiayaan
transportasi Jemaah haji yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Peraturar daerah ini mengatur maksud dan tujuan penyediaan
Transportasi Jemaah Haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban,
kemuCahan, kenj.amanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi
Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daera-h
asal. Da]am rangka itu mal<a Pemerintah Daerah bertanggung jawab
menyedial<an sararra t.ansportasi iemaah haji dari <iaerah asal ke
embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asa.l, beserta komponen pendukung
lainnya.

Aga-r transportasi Jemaah haji dapat terlaksana dengan baik maka
Bupati menunjuk Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang
penSrlenggaraar ibadal haji untuk mengoordinasikan pelaksanaan
transportasi Jemaah haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jetas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tim teknis bertugas membantu Sekertaris
mengkoordinasikan kegiatan transportasi Jemaah
lapangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal l0
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Daerah
haji di
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